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Nomor - 0346/PM.00.01/K.SN/12/2022 21 Desember 2022
Sifat . Segera

Lampian :© -

Hal : Imbauan Netralitas ASN, TNI & Poln

Yih

1. Gubemur Provinsi Sulawesi Selatan

2. Panglima Komando Daerah Militer XiV/Hasanuddin
3. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

4. Komandan Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin

5. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Vi
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Teniara Nasional
Indonesia.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik iIndonesia.

5. Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021
Tentang Disiplin Pegawai Negen Sipil.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilthan Umum Republk Iindonesia Nomeor § Tahun 2022
Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pengawasan Netralias Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara
Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilthan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Waki
Bupati, seria Walikota dan Wakil Walikola.

12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupali dan Waks
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

13. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Tentara
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil
Negara, Nomor: 0118/K.BAWASLU/HM/02.00/111/2019, Nomor: NK/S5/TNIIV2019,
Nomor: Bf32/lif2019, Nomor. 1/MMoU.KASN/3/201S Tentang Pengawasan Netralitas
Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indones:a
dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilthan Umum.
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B. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas seria
menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengkeia proses
Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengawas
Pemifihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai benkut:

1. Peraturan mengenat tugas Bawaslu Provins! pada Pemilu Tahun 2024:

a)

b}

Pasal 97 huruf (a) dan huruf (d) Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemiihan Umum,

yang berbunyi:

Bawaslu Provinsi berfugas: _

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhiadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengkefa proses Pemilu;

d. mengawasi nefralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiaian
kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

Pasal 4 ayat (1) huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Repubik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) Bawaslu Provinsi melakukan Pengawasan ferhadan:
c. nefralitas semua pihak yang dilarang ikut serfa dalam kegiatan kampanye
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu;

Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik indonesia
Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil
Negara, Anggota Tentara Nasionai indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, yang berbunyi:

Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Poln dapat menjadi objek
pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal
tindakan Pegawai ASN, Anggofa TNI, dan Anggota Poln berpotensi melanggar
kefentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode efik dan/atau disiplin
masing-masing lembaga/insiansi.

2. Peraturan mengenal tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilhan Umum Tzhun

2024:

a)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemiihan Umum Tahun 2024 pada lampiran yang
mendesknpsikan fahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umurn Tahun
2024, dimulai sejak 14 Juni 2022 sampai dengan 20 Okfober 2024.

3. Netralitas ASN, TNI dan Polrn pada Pemilu Tahun 2024:

a)

b}

Penjelasan Pasal 2 hunuf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “asas netralitas™ adalah bahwa setiap Pegawai ASN
ftidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada
kepentingan siapapun.

Pasal 39 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi:

Prajurit dilarang teriibat dalam:

1. kegratan menjadi anggota partai polilik;

2. kegratan politik praktis; dan

4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan
jabatan politis lainnya.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
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C)

Pasal 28 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik
dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Yang dimaksud dengan “bersikap nefral” adalah bahwa anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia bebas dan pengaruh semua partai politik. golongan
dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

4. Peraturan mengenai larangan & hukuman ASN, TNI & Polri melakukan tindakan yang
menguntungkan atau merugikan Peserta Pemiiu pada Pemilu Tahun 2024:

a)

b)

Pasal 306 ayat (2) Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Repubiik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Repubfik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(2) Pemenntah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan,
kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Repubfik
Indonesia diarang melakukan tindakan yang menguntungkan afau merugikan
Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.

Pasal 5 hunuf (n) Peraturan Pemerintah Republk Indonesia Nomor 94 Tzhun
2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

PNS didarang: n. membenkan dukungan kepada calon Presiden/Wakd
Presiden, calon Kepala DaerahM/akil Kepala Daerah, calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Penwakilan Daerah, atau calon
anggota Dewan Perwakiian Rakyal Daerah dengan cara:

tkut kampanye;

menjadi peseria kampanye dengan menggunakan atnbut partai afau atnbut
PNS;

sebagal peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

sebagal peserta kampanye dengan menggunakan fasiitas negara;
membuat keputusan dan/aftau tindakan yang mengunfungkan atau merugikan

salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelumn, selama, dan sesudzh
masa kampanye mefipufi perfemuan, ajakan, himbauan, seruan, afau
pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota
keluarga, dan masyarakafl; dan/atau

7. membenkan surat dukungan disertai fofokopi Kartu Tanda Penduduk atau
Surat Keterangan Tanda Penduduk.

S AL Nx

Pasal 8 Peraturan Pemenmniah Repubiik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021
Tentang Disiplin Pegawai Negen Sipil, yang berbunyi:

1) Tingkat Hukuman Disiplin terdin atas:
a. Hukuman Disiplin ingan;
b. Hukuman Disiplin sedang; atau
c. Hukuman Disiplin berat

2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdin afas:
a. teguran lisan;
b. teguran ftertulis; afau
C. pemyataan tidak puas secara fertulis.

3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdin atas:
a. pemofongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen)
sejama 6 (enam) bulan;
b. pemofongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen)
selama 9 [sembilan) bulan; atau .., oo suswes seien



BAWASLU

FabAim PISGAWAS FIMILIKAN UMUN

PROVINS] SULAWESI SELATAN

Alamat: Jalan A P. Peftarani No. 98, Kota Makassar, 90222
Tek. 0411444014, Fax. 0411-444006

E-mail: set sulsel@bawashu go id/ bawaslusulsel pengawasan@yahoo. co id

c. pemofongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen)
selama 12 (dua belas) bulan.

4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
terdin atas:
a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua
belas) bulan; dan
c. pemberhentian dengan hormmat lidak atas permmintaan sendiri sebagai PNS.

5. Peraturan mengenai pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas ASN, TNI &
Poir pada Pemilu Tahun 2024

a) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai
Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggoia
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

(1) Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggofa
TNI, dan Anggota Poln tefap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang
dan lembaga/instansi masing-imasing secara bernenjang.

6. Dalam rangka mewujudkan ASN, TN! & Polni yang memiliki integritas, profesional, nefral
dan bebas dari intervensi politik pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka
Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau:

a) Pegawai ASN, Anggota TNI & Anggota Polri di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
agar menjaga integntas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas
dengan tidak berpolitik pralkdis yang mengarah pada keberpihakan, beraiidiasi
dengan Partai Politikk dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau
merugikan Peseria Pemilu selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

b) Pegawai ASN, Anggota TNI & Anggota Poln di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait netralitas
ASN, TNI & Poln pada Pemilihan Umum.

c) Melaporkan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN, Anggota TNl &
Anggota Poln di wilayah Provinsi Sulawesi kepada Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

d) Kepada Gubemur Provinsi Sulawesi Selatan, Panglima Komando Daerah Militer
XIVMHasanuddin, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Komandan
Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin dan Komandan Pangkalan Utama TNI
Angkatan Laut VI untuk dapat menindaklanjuti imbauan ini keseluruh jajaran,
serta bersama-sama mengoptimalkan pencegahan, pengawasan, pembinaan
dan penegakan peraturan perundang-undangan terkait netralitas ASN, TNI &
Poln pada Pemilihan Umum.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan



